BUPATI ACEH BESAR
PROPINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR

TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-

Mengingat: 1.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Bupati Aceh Besar bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Besar telah menyempurnakan Rancangan Qanun
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh
Nomor 903/974/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Besar Tahun Anggaran 2017;

. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kabupaten yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, merupakan perwujudan dari Rancangan Kerja Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2017 yang dijabarkan dalam Kebijakan
Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
dengan DPRK Aceh Besar pada Tanggal 07 Desember 2016:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh
Besar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Besar Tahun Anggaran 2017;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang..§4




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkunga.n
Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undeng-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwalkilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13.Peraturan..s



13.

14.

15.

16.

17.
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22,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 'tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OQ5
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575); .
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembarar. Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintshan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dane Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

23. Peraturan ... %"



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310j;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 874);

26. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar
Nomor 03);

27. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2017
sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah.......c.cooiiiiiniiieiceeniieccceeeenees Rp 1.768.187.987.731,00
2. Belanja Daerah ......ccoiuiiiiiiiiiiieievieen e Rp.1.912.334.171.883,00 (-)
Surplus/ [ Defisit ) .oovveviiiiiiiiiniiin Rp. (144.146.184.152,00)

3. Pembiayaan Daerah :
P2 W =3 o 1= i 1 F- 1= | o RO SOOI Rp. 149.146.184.152,00
b. Pengeluaran......cc.ccoviiiviiuiiinieeneniniinieenenieei Rp. 5.000.000.000,00(-)
Pembiayaan NEttO .c..ocoviieiiiiiniiiiiceniiinineeieeieeins Rp. 144.146.184.152,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:..Rp. 0,00

Pasal 2 %/



Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah .........cccoooeeinii Rp. 113.700.553.300,00
b. Dana Perimbangan sejumlah .........ccooiiiinn. Rp. 964.148.251.206,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah...Rp. 690.339.183.225,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah .......ccooeviiniiniiniiiiiinn, Rp. 45.465.195.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah .....ccocovvviiiniininn, Rp. 6.048.705.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan Sejumlah ...........ccovviiiiiniini . Rp. 2.700.000.000,00
d. Pendapatan Zakat/Infaq......ccccoeviieniiiiini, Rp. 13.200.000.000,00
e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Sejumlah ..o Rp. 46.286.653.300,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis Pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Sejumlah ..o, Rp. 22.658.782.206,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah........coooiviiiiin. Rp. 720.668.458.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah .......ocoveviiiniennnn. Rp. 220.821.111.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Hibah sejumlah ... Rp. 400.000.000,00
b. Dana Darurat sejumlah........cccooeeviiiniinniinninnnn . Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah ........c..ooon Rp. 23.014.129.500,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah.... Rp. 501.237.962.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah ................ Rp.165.687.091.725,00
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah.............coooiiinnnn. Rp. 1.229.841.936.022,00
b. Belanja Langsung sejumlah .......cceeviviiiiiiniininninnen. Rp. 682.492.235.861,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah ........ccocovvviiiiiin. Rp. 640.338.067.862,00
b. Belanja Bunga sejumlah .......cc.ccoovvviiiiiininn Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi segjumlah .....ccooevvinii Rp. 0,00
d. Belanja Hibah sejumlah........ccoocoviiniiiiiiiiniininnn. Rp. 29.338.295.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah..........c...cooi, Rp. 2.000.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah ........cooceiiviiiiininnn. Rp. 5.155.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah....................... Rp. 533.010.572.660,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah........cccoeeiiiiiinnnn, Rp. 20.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah.......cooooevviiniiiiiiiiiiinn Rp. 77.191.035.244,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah .........cooeiinn. Rp. 304.332.207.296,00
c. Belanja Modal sejumlah.......cooviiiiiin Rp. 300.968.993.321,00

Pasal4.».%/



Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
a. Penerimaan sejumlah .........ccociviiviivininiin, Rp. 149.146.184.152,00
b. Pengeluaran sejumlah .......cc.cooviiimniiiiiniiin . Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

(SILPA) sejumlah  ..ocoiiiiiieeiiiiiiiee e Rp.149.136.184.152,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah ................... Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

SEJUMIAR ..ot Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah ................... Rp. 0,00
e Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah .. Rp. 10.000.000,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah ...................... Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:
a. Pembentukan Dana sejumlah .......ccoccooiin Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal {Investasi) sejumlah....................... Rp. 5.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah ..............oooeienn. Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah....................... Rp. 0,00

Pasal S

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dan Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I . Ringkasan APBK;

2. Lampiran II : Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisast;

3. Lampiran III : Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI . Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

10. Lampiran X . Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun
Anggaran ini;

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 7
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabi'ul Awal 1438 H

PATI ACEH BESAR,?

MUKHLIS BAS SAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabi'ul Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR{’

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (7/175/2016)



